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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“If you want live a happy life, tie it to a goal, not to people or things”

(Jika kita ingin menjalani hidup dengan baik, gantungkan hidupmu pada tujuan,

bukan bergantung pada manusia ataupun sesuatu) — Albert Einstein-

Skripsi ini ku persembahkan untuk:
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2. Kakak dan ayukku
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ABSTRAK

Penulisan skripsi ini memiliki latar belakang mengenai permohonan gugatan
perceraian yang dilakukan salah scorang pihak yang disebabkan karena adanya
perpindahan agama pada saat perkawinan telah dijalankan. Permasalahan yang
diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah apa akibat hukum yang timbul dari
perceraian yang berdasarkan alasan perpindahan agama dalam Putusan nomor
26/Pdt.G/2020/PN.Mre dan Putusen Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Mre dan apa yang
membedakan kedua putusan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode hukum
normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan
kasus dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil yang diperoleh dari
penulisan skripsi ini adalah akibat hukum yang timbul dari perceraian
menvebabkan perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, tergugat tetap
memberikan nafkah pada penpgupgat sesuai dengan putusan pengadilan, Harta
bersama dibagi dua ataw dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, Anak tetap
menjadi tanggung jawab orang tua dan anak tetap mendapatkan harta wans
wajibah dengan bagian 1/3. Adapun perbedaan dari kedua putusan adalah Putusan
nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Mre menyataken perkawinan putus karena perceraian,
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Kata Kuoci ;: Perkawinan, Percernian, Perpindahan Agama
Disctujui oleh,

Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu

-

Muha ad Rasvyid, S H- M. Hum. S.H..M.H
NIP 196404141920011001 NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian l-lulm;p Perdata

NIP. 197307281998021001

xi

Xi



BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, setiap manusia hidup secara mengelompok dimana
dalam menjalankan kehidupannya akan saling membutuhkan satu sama
lain hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang biasa
disebut dengan zoon politicoon yang sejak lahir sudah ada naluri untuk
hidup bersama dengan membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu cara
manusia untuk melakukan kehidupan bersama dengan orang lain adalah
Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria sebagai suami dengan
seorang wanita sebagai istri untuk membentuk keluarga, keluarga ini yang
akan menjadi sebuah dasar terbentuknya suatu kelompok didalam
kehidupan masyarakat yang saling membutuhkan satu sama lain'.

Perkawinan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia
seperti mendapatkan dan meneruskan garis keturunan, mencurahkan rasa
sayang dengan menjaga, memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan
dari perkawinan tersebut dengan tujuan agar anak tersebut menjadi anak
yang berguna didalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi penerus
kehidupan manusia untuk masa depan?.

Kata Perkawinan berasal dari bahasa Indonesia yang mendapatkan

imbuhan Per-an, kata dasar dari perkawinan adalah “Kawin” yang

! Setiyowati, Hukum Perkawinan di Indonesia, Setara Press, Malang , 2021,hlm 15.
2 M. Zahroni, Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Media
Sahabat Cendikia, Surabaya, 2018, hlm 4.



memiliki arti proses membentuk keluarga antara pria dan wanita yang
akan berganti status jadi suami dan istri dengan melakukan persetubuhan
atau hubungan bersetubuh. Secara umum, kata “Kawin” digunakan pada
hewan, tanaman maupun manusia’.

Pengertian perkawinan sendiri banyak di artikan oleh para ahli
salah satunya adalah Soedharyo Saimin yang mengartikan bahwasanya
perkawinan merupakan perjanjian yang disepakti oleh kedua belah pihak
baik pihak wanita maupun pihak pria yang bertujuan membentuk sebuah
keluarga bahagia nan kekal dan berlandasakan kepada Ketuhanan Yang
Maha Esa sebagaimana termuat didalam sila pertama pancasila®.

Pengertian lainnya mengenai Perkawinan terdapat didalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menyatakan bahwasannya Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan
batin yang ada di antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita
sebagai istri yang memiliki sebuah tujuan untuk membentuk sebuah
keluarga yang bahagia dan bersifat kekal berdasarkan kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwasannya
perkawinan adalah sebuah hubungan yang sakral dimana suatu perkawinan

harus bersifat kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan

tujuan membentuk suatu keluarga.

3 Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam
Dan Hukum Adat”, Yudisia, Vol 7. No, 2016, hlm 415.
https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790

4 Jamaluddin,.dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Unimal Press,
Sulawesi, 2016, hlm 18-19.




Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut dengan
KUHPer memberikan pengertian mengenai Perkawinan walaupun tidak
disebutkan secara langsung seperti Undang-Undang Perkawinan yaitu
terdapat didalam Pasal 26 KUHper yang mengartikan bahwasannya
perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata, sedangkan di
dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan lebih spesifik seperti
subjek dari perkawinan, tujuan dari perkawinan dan terdapat unsur agama.

Definisi mengenai perkawinan juga terdapat didalam Pasal 1
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum
Islam yang mendefinisikan perkawinan didalam hukum islam merupakan
pernikahan yang memiliki arti suatu akad yang sifatnya sangat kuat atau
disebut dengan mitsaqan ghalidzan guna menaati perintah dari Allah dan
menjalankannya adalah sebuah wujud ibadah.

Hubungan perkawinan yang dijalankan oleh sepasang suami istri
tentu berlandaskan pada unsur-unsur yang sebenarnya telah tersirat dalam
pengertian perkawinan didalam Undang-Undang Perkawinan yaitu pasal 1.
Adapun unsur yang tersirat didalam pengertian perkawinan yaitu °:
Terdapat ikatan baik secara lahir maupun batin antara seorang pria sebagai
maupun seorang wanita melalui suatu akad yang maengakibatkan lahirnya
suatu perjanjian, perkawinan haruslah dilakukan oleh lawan jenis,

menganut asas monogami. terdapat tujuan dari perkawinan yaitu

5 Moh Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia : Sebuah Kajian dalam Hukum Islam
dan Hukum Materil, Yasmi, Tanggerang Selatan,2018, hlm 34-35.



membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan perkawinan dilakukan
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur yang terkandung didalam pengertian perkawinan didukung
dengan adanya ketentuan pasal mengenai syarat dari sebuah perkawinan
baik itu syarat sah nya maupun syarat lainnya. Syarat sahnya suatu
perkawinan di atur didalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwasannya suatu
perkawinan yang dinyatakan sah jika perkawinan tersebut berlandaskan
kepada hukum tiap agama dan kepercayaan kedua pasangan yang akan
melakukan perkawinan. Apabila perkawinan telah berlandaskan kepada
hukum agama dan kepercayaan masing-masing maka perkawinan tersebut
harus di catat sesuai dengan peraturan yang ada. Syarat perkawinan yang
lainnya diatur juga didalam Undang-Undang Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan dari pasal 6 sampai pasal 10 °.

Berdasarkan syarat sah perkawinan, maka dapat ketahui
bahwasannya perkawinan harus berlandaskan kepada hukum agama dan
kepercayaan calon pasangan suami istri. Dari pernyataan pasal tersebut
maka dapat diartikan perkawinan yang dilakukan tidak boleh ada unsur

perbedaan agama diantara calon pasangan suami istri, hal ini dikarenakan

¢ Rachmadi Usman ,”Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-
Undangan Perkawinan Di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol 14. No 03, 2017, hlm 256.
https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/80 .




di setiap agama yang diakui di Negara Indonesia tidak memperbolehkan
penganutnya untuk melakukan perkawinan yang berbeda keyakinan.”.

Sebelum di gunakannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974,
terjadi suatu ke tidak seragaman hukum dalam perkawinan. hukum yang
mengakibatkan perkawinan pada saat itu di lakukan hanya berdasarkan
kepada hukum dan golongan masing-masing seperti memakai hukum adat,
maka dari itu di bentuklah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan
tujuan terjadinya ke seragaman hukum dalam melakukan perkawinan.
dengan berlakuknya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka
peraturan lain tidak berlaku kecuali yang tidak diatur dalam peraturan
Perundang-Undangan®.

Jika dilihat dari KUHPer, perkawinan pada dasarnya melahirkan
suatu perjanjan, maka berlakulah ketentuan pasal 1320 KUHPer mengenai
syarat sah suatu perjanjian. Bila perkawinan dilakukan dengan adanya
unsur perbedaan agama tersebut, maka melanggar ketentuan pasal 1320
KUKHPer yaitu suatu sebab yang dilarang didalam Undang-Undang.
Syarat ini tergolong kedalam syarat objektif yang berakibat perkawinan
batal demi hukum dengan kata lain perkawinan tersebut di anggap tidak

pernah ada.

Menjalankan suatu ikatan perkawinan bukan suatu hal yang mudah

untuk dilakukan, hal ini dikarenakan di dalam ikatan perkawinan

7 Setiyowati, Op. Cit., hlm 3.

8 Sri Turatmiyah dan Arfianna Novera, Fenomena Perkawinan Dan Perceraian Beda
Agama Menurut Uu No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Simbur Cahaya, Vol XX, No.
51,2013. hlm 3-4. https://repository.unsri.ac.id/18126/




menyatukan dua orang yang memiliki sifat dan sikap yang berbeda, maka
tak heran sering kali terjadi pertengkaran didalam rumah tangga,
pertengkaran ini dapat menjadi pemicu terjadinya suatu perceraian.

Perceraian berasal dari kata “cerai” yang memiliki arti pisah atau
putusnya hubungan sebagai suami dan istri, atau dapat juga diartikan
dengan talak. Arti dari kata ini di ambil menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI). Kata cerai mendapatkan imbuhan kata Per-an yang
memiliki arti kata perpisahan’.

Pengertian mengenai perceraian tidak secara terang disebutkan
didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
melainkan disebutkan secara tersirat pada pasal 38 Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang membahas tentang
putusnya suatu perkawinan yang salah satunya disebabkan oleh perceraian,
sedangkan menurut ahli hukum yaitu Subekti mengartikan bahwasannya
perceraian merupakan suatu penghapusan perkawinan baik melalui
putusan yang diputuskan oleh hakim dan telah memiliki kekuatan hukum
yang mengikat ataupun berasal dari gugatan yang diajukan oleh suami

maupun istri'®.

Perceraian dapat terjadi karena ada alasan yang mendasarinya,
alasan ini tercantum didalam ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperjelas kembali pada

® Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian.
Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 15.
1/bid., him 20.



pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 mengenai
Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan. Alasan tersebut dapat berupa
adanya perbuatan zina yang dilakukan suami atau istri atau salah satu
pasangan menjadi seorang pemabok, pemadat atau pun penjudi yang sulit
untuk disembuhkan, salah seorang pihak meninggalkan pihak yang lain
selama dua tahun tanpa diketahui oleh pihak yang ditinggalkan, salah
seorang pihak dipenjara selama lima tahun saat perkawinan telah
dilakukan, adanya perbuatan kekerasan didalam menjalankan rumah
tangga, adanya keadaan cacat badan pada salah seorang pihak yang
mengakibatkan tidak dapat melakukan kewajibannya, terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakmungkinan lagi untuk hidup
rukun'’,

Berbeda dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9
Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan. Didalam
ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat dua alasan
perceraian yang tidak disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah
nomor 9 Tahun 1975. Alasan pertama melanggar taklik talak yang
dilakukan suami dan alasan yang kedua adalah terjadinya suatu peralihan
agama didalam menjalankan perkawinan.

Suami ataupun istri yang merasakan tidak adanya keharmonisan
lagi didalam menjalankan rumah tangganya, dapat mengajukan gugatan

perceraian kepada pengadilan sesuai dengan keyakinan yang dianut pada

"bid., him 181.



saat pasangan suami istri melakukan perkawinan. Pasangan yang menikah
dengan agama islam dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama,
sedangkan untuk yang beragama selain agama islam dapat mengajukan
gugatan ke pengadilan negeri setempat. Sebelum di putuskan oleh hakim
terkait gugatan perceraian yang di ajukan berdasarkan ketentuan pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka
pengadilan akan terlebihi dahulu mengadakan mediasi dengan tujuan agar
kedua pasangan suami istri tidak berniat untuk bercerai, tetapi jikalau
mediasi gagal dan suami atau istri tetap ingin bercerai, maka suami dan
istri ini harus melaksanakan perceraian tersebut sesuai dengan prosedur
yang telah di tentukan oleh peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjabaran terkait perceraian tersebut, dapat di lihat
bahwasannya menjalankan rumah tangga tidak semudah seperti
kelihatannya, melainkan sering kali terjadi pertengkaran yang
mengakibatkan perceraian, seperti yang terjadi didalam Putusan
Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mre dan
Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre.
Kedua putusan ini berisikan tentang perceraian yang ajukan oleh istri
dikarenakan adanya perbedaan prinsip didalam memilih keyakinan,
dimana istri memilih perpindah agama setelah menjalani perkawinannya.

Pada putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor
26/Pdt.G/2020/PN Mre. Pihak yang mengajukan gugatan perceraian

adalah sang istri yang bernama Sri Lestari sebagai penggugat melawan



suaminya yang bernama Giyono sebagai tergugat. Kedua pasangan suami
istri ini melakukan perkawinan secara agama Kristen Protestan yang
dilaksanakan di Gereja GPPS di Klaten dihadapan Pendeta Zacheus
Soesilo. Perkawinan kedua pasangan suami istri ini tercatat di Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, lalu pada
tanggal 16 Desember 2003 Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Muara Enim mengeluarkan akte perkawinan dengan nomor
AP. 2003.012.

Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 perkawinan kedua
pasangan suami istri ini terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran di karenakan penguggat merasakan kegundahan dalam
menganut agama Kristen Protestan. Perlu diketahui bahwasannya sebelum
melakukan perkawinan dengan tergugat, Penggugat beragama Islam lalu
berpindah agama menjadi Kristen Protestan pada saat melakukan
perkawinan dengan tergugat. Pada tahun 2008 akhirnya Penggugat
memutuskan perpindah agama kembali ke agama Islam (Mualaf) dan Pada
tanggal 14 April 2020 Penggugat telah memeluk agama Islam berdasarkan
Surat Pernyataan memeluk agama Islam Nomor
B.62/KUA.06.11.10/BA.00/04/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA
Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor
11/Pdt.G/2022/PN Mre, Perkawinan dilakukan oleh Siti Hasanah Wayan

Supratman dengan upacara perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu
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yang bernama Mangku Punyatmaja dengan surat keterangan perkawinan
No. 058/PHDI/DS-BN/III/2016 pada tanggal 26 Maret 2016. Pada 23
September 2019, perkawinan ini baru dicatatkan dengan kutipan Akta
Perkawinan No. 1603-KW-23092019-0001 yang dikeluarkan Dinas
Kependudukan dan Capil Kabupaten Muara Enim. Kedua pasangan ini
memiliki satu orang anak yang lahir pada tanggal 25 November 2016 dan
akta kelahiran baru disahkan pada 25 September 2019 dengan nomor
1603-PGSH-25092019-0001.

Gugatan perceraian diajukan oleh Siti Hasanah sebagai Penggugat
melawan sang suami yaitu Wayan Supratman sebagai tergugat. Perceraian
dilakukan karena didalam menjalankan ikatan perkawinan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan pada tanggal 16 Januari 2022 tergugat
pergi meninggalkan kediaman mereka.

Pada saat melakukan perkawinan, penggugat beragama Hindu,
tetapi sebelum melakukan perkawinan penggugat beragama Islam. Pada 29
Desember 2021 Pengugat berpindah agama lagi dari agama Hindu
berpindah ke agama Islam. Perpindahan agama yang dilakukan setelah
perkawinan inilah yang menjadi pemicu awal terjadinya perselisihan dan
pertengkaran penggugat dan tergugat.

Berdasarkan dari kedua putusan tersebut, hakim memutuskan
perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan alasan terjadinya
suatu perselisihan dan suatu pertengkaran yang mengakibatkan tidak

adanya lagi harapan untuk hidup secara rukun didalam menjalankan
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perkawinan. Meskipun alasan hakim didalam memutuskan perkawinan
tersebut sama, tetap saja kedua putusan tersebut memiliki pertimbangan
hukum yang berbeda, salah satunya dalam putusan nomor Nomor
11/Pdt.G/2022/PN Mre dimana tergugat tidak pernah menghadiri dan
menjalankan persidangan di Pengadilan Negeri Muara Enim.

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang, dapat diketahui
bahwasannya perkawinan dapat putus dengan perceraian dengan alasan
perpindahan agama, maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis
kedua studi putusan ini dengan menuangkannya kedalam skripsi yang
berjudul “Perceraian Berdasarkan Alasan Perpindahan Agama
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor

26/Pdt.G/2020/PN. Mre dan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Mre)”.

. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan yang telah dijabarkan didalam latar
belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Apa akibat hukum yang timbul dari putusan hakim terhadap perceraian
yang berdasarkan alasan perpindahan agama dalam putusan Pengadilan
Negeri Muara Enim No 26/Pdt.G/2020/PN Mre dan putusan
Pengadilan Negeri Muara Enim No 11/Pdt.G/2022/PN Mre ?

2. Apa yang membedakan putusan perkara No 26/Pdt.G/2020/PN Mre
dengan putusan perkara No 11/Pdt.G/2022/PN Mre jika dilihat dari

dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kedua perkara?
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C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang ada didalam rumusan masalah

terdapat tujuan dari penelitian masalah tersebut, diantaranya :

1.

Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari putusan hakim
terkait perceraian dengan alasan perpindahan agama dalam putusan
Pengadilan Negeri Muara Enim No 26/Pdt.G/2020/PN Mre dan
putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No 11/Pdt.G/2022/PN Mre.

Untuk mengetahui perbedaan putusan perkara No 26/Pdt.G/2020/PN
Mre dengan putusan perkara No 11/Pdt.G/2022/PN Mre jika dilihat

dari dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kedua perkara.

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian yang telah dijabarkan di atas, penulis

mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat baik manfaat teoritis

maupun manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini penulis mengharapkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh penulis ini dapat berkontribusi dalam bidang

perkembangan ilmu hukum terutama dibidang perceraian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti
Peneliti dapat mengerti teori ilmu hukum yang dipelajari sewaktu
perkuliahan dengan menerapkannya kedalam penelitian ini guna

memecahkan permasalahan yang diteliti didalam tulisan ini.
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b. Bagi Pembaca
Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat menambah referensi

pembaca dalam mempelajari ilmu hukum bagian perceraian.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Penulis telah membatasi permasalahan yang akan di bahas gunanya
untuk menghindari adanya peluasan permasalahan dikarenakan didalam
penelitian ini hanya akan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Muara
Enim No 26/Pdt.G/2020/PN Mre dan putusan perkara No
11/Pdt.G/2022/PN Mre dengan duduk perkara perceraian yang

berdasarkan alasan perpindahan agama
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan suatu kerangka yang dijadikan
sebagai suatu acuan di dalam penelitian agar penelitian tersebut
memiliki dasar pemikiran yang berasal dari teori-teori yang pada
akhirnya teori-teori tersebut akan menggambarkan serta menjelaskan
suatu fenomena yang di teliti oleh peneliti'?. Berikut teori-teori yang

di pergunakan didalam melakukan penelitian ini, yaitu :

12 Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press,
Depok,2018, him 42-43.
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a. Teori Keadilan Hukum

Keadilan merupakan suatu kata yang sederhana
dikarenakan banyak para ahli yang mendefinisikan arti dari
keadilan. Namun kata keadilan ini tidak cukup diartikan dengan
pendapat para ahli saja melainkan perlu perenungan yang
mendalam karena keadilan menyangkut hak dan kewajiban setiap
orang'®.

Arti dari keadilan sendiri telah banyak ditegaskan oleh para
ahli diantaranya adalah Aristoteles dan John Rawls. Aritetoles
menegaskan bahwasannya keadilan ada karena terjadi persamaan
antara hak dan kewajiban menurut proporsionalnya. Sedangkan
menurut John Rawls keadilan harus disebut dengan natural
position atau posisi asali yang memiliki arti bahwasannya keadilan
ada karena setiap orang memiliki kedudukan dan status yang sama
sehingga memiliki hak yang sama atas suatu kebebasan dasar ',

Teori keadilan digunakan penulis didalam penelitian ini
untuk melihat apakah pertimbangan hakim didalam memutus
kedua perkara ini sudah memiliki nilai keadilan mengingat kedua
perkara perceraian ini diajukan dengan gugatan yang dilayangkan

oleh istri atau pihak wanita.

13 Subhan Amin, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat”. El-
Afkar, Vol. 8 No 1, 2019, hlm 1.
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1997/0

14 Achmad Zakki Adlhiyati, “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat
Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls”, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2.
2019, hlm 412. https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/102 .




15

Gugatan cerai yang dapat diajukan oleh pihak istri
mencerminkan adanya upaya penegakan nilai keadilan dimana
tidak hanya suami yang dapat mengajukan gugatan cerai melainkan
istri juga dapat mengajukan gugatan cerai, hal ini didukung dengan
adanya asas yang terkandung dalam Undang-Undang perkawinan
yaitu asas memperbaiki derajat para kaum wanita. Asas ini
memiliki arti bahwasannya istri memiliki kedudukan hak dan
kewajiban yang seimbang dengan suami'®.

Kedudukan suami istri yang seimbang tercermin pula
dalam hukum perceraian dimana dalam penjabaran PP No 9 tahun
1975, rumah tangga yang sudah tidak harmonis diberikan hak
untuk mengajukan gugatan perceraian termasuk cerai talak yang

diajukan suami dan cerai gugat yang diajukan istri ke pengadilan'®.

b. Teori Perlindungan Hukum
Teori mengenai perlindungan hukum memiliki peran yang
sangat penting, hal ini dikarenakan setiap orang harus
mendapatkan perlindungan hukum agar tidak terciptanya
perlakuan sewenang-wenang dan setiap orang mendapatkan
haknya sebagai warga Negara. Satjipto Raharji berpendapat
bahwasannya perlindungan hukum merupakan suatu tindakan

ataupun suatu upaya dalam melindungi setiap masyarakat agar

15 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. Ibid.,hlm 36.
1$[bid., hlm 50.
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setiap masyarakat mendapatkan hak yang telah dberikan oleh
hukum!’.

Teori mengenai perlindungan hukum memiliki dua bentuk
yang bersifat preventif dan respresif. Perlindungan yang bersifat
preventif memiliki arti perlindungan yang dilakukan untuk
mencegah terjadinya suatu perkara, sedangkan yang bersifat
respresif memiliki arti perlindungan yang diberikan jika sudah
terjadi suatu perkara'®,

Teori ini digunakan oleh penulis untuk melihat bagaimana
perlindungan hukum dari akibat yang timbul dikarenakan terjadi
suatu perceraian berdasarkan perpindahan agama. Seperti yang
telah diketahui bahwasannya akibat dari perceraian menyangkut

mengenai status perkawinan, harta bersama dan anak.

¢. Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum diartikan sebagai jaminan jikalau suatu
hukum telah diterapkan dengan benar dan baik agar terciptanya
suatu perlindungan. Tercapainya suatu kepastian hukum berlandas
kepada terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang
didalamnya mengatur mengenai hukum, dibuat dan dirancang
oleh suatu pemerintahan yang berwenang, agar peraturan tersebut

memiliki suatu aspek yuridis yang menghasilkan kepastian

17 Satjipto Raharjo, llmu Hukum. PT Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.
' M Hadjon Philipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakya Indonesia, PT. Bina
[Imu,Surabaya, 1987, hlm 2.
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hukum. Pengertian tersebut di ungkapkan oleh Sudikno

Mertukusumo®.

Jan Michiel Otto berpendapat suatu kepastian hukum
terjadi jikalau 2°:

1. Peraturan yang dikeluarkan jernih dalam hal ini maksudnya
peraturan tersebut jelas, selain itu peraturan tersebut dapat
dengan mudah untuk di akses dan keberadannya diakui.

2. Lembaga yang berwenang dalam hal ini pemerintah dapat
menaati dan tunduk pada peraturan yang telah dibuat.

3. Para masyarakat patuh dalam menerapkan peraturan.

4. Para aparatur pengadilan dalam hal ini hakim harus mandiri
dan tidak boleh memihak kepada suatu peraturan dengan
konsisten pada saat menyelesaikan suatu sengketa.

5. Putusan pengadilan dilaksanakan secara konkret.

Penggunaan teori ini bertujuan untuk menganalisis
bagaimana status perkawinan kedua kasus yang menjadi objek
penelitian ini dikarenakan terjadinya suatu perceraian dengan
adanya alasan perpindahan agama.Seperti yang telah di jelaskan

dalam Ketentuan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan,

Perkawinan dapat putus di karenakan 3 alasan, yaitu : karena

19 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,
2002, hlm 160

20 Jan Michiel Otto, Reele Rechtszekerheidin Ontwikkelingslande, Kepastian Hukum Yang
Nyata di Negara Berkembang, Penerjemah Tristam Moeliono, Cetakan Kesatu, Komisi Hukum
Nasional Republik Indonesia, Bandung, 2003,hlm 5.
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kematian, karena terjadi perceraian, karena adanya putusan dari

pengadilan?!.

d. Teori Ratio Decidendi dalam Memutus Perkara

Istilah Ratio Decidendi diartikan sebagai pertimbangan
hakim dalam memutus suatu perkara dengan mempertimbangkan
semua fakta materi’?. Fakta materi digunakan untuk untuk
mencari dasar hukum mana yang tepat untuk memecahkan kasus
tersebut.

Teori Ratio Decidendi dapat dilakukan pengujian dengan
menerapkan empat syarat pertanyaan yang akan menjadi dasar
pertimbangan, berupa apakah putusan yang diputus adalah benar,
apakah hakim telah jujur dalam memutuskan suatu perkara,
apakah putusan tersebut adil bagi pihak yang berperkara, apakah
putusan yang diputuskan oleh hakim akan bermanfaat. Pertanyaan
ini harus diterapkan oleh hakim dikarenakan hakim pertanggung
jawab penuh atas putusan yang telah di putusnya.

Memutuskan suatu perkara, hakim terlebih dahulu akan
melakukan pengolahan data yang telah diperoleh selama
persidangan dilakukan baik data dari kehadiran para pihak yang

bersengketa, pengambilan sumpah, keterangan para saksi,

2! Ricky Dwiyandi, Annalisa Yahanan, dan KMS Abdullah Hamid. “Status Hukum Harta
Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian”, Repertorium: Jurnal llmiah Hukum
Kenotariatan, Vol. 6 No. 2, 2017, hlm 170-171. https://repository.unsri.ac.id/18126/

221.P.M.Ranuhandoko,  Terminologi ~Hukum  Inggris-Indonesia, —Sinar Grafika,
Jakarta,2003, hlm 475.
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maupun bukti-bukti yang dihadirkan pada saat persidangan
dilakukan, semua data ini tertuang didalam berita acara
persidangan.?*.

Teori Ratio Decidendi digunakan oleh penulis untuk
menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim didalam
memutuskan perkara nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Mre dan nomor

11/Pdt.G/2022/PN. Mre.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual diartikan sebagai sebuah gambaran
mengenai seperti apa hubungan antara konsep-konsep yang nantinya
akan diteliti. Cara untuk menjelaskan seperti apa itu konsep adalah
dengan membuat definisi terhadap hal yang diteliti. Definisi ini sendiri
harus dijelaskan secara tegas dengan tidak melebih-lebihkan**. Dalam

penelitian ini, kerangka konseptual yang di pergunakan adalah :

a. Konsep Hukum Perkawinan

Perkawinan didefinisikan sebagai suatu ikatan lahir dan
batin yang terjadi diantara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu
keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa. Definisi ini di nyatakan dengan jelas didalam
ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Didalam definisi ini terdapat tujuan dari perkawinan yaitu

2 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm 136.
24 Amiruddin, dan Zainal Asikin, Op.cit, hlm 47-48
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membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan bahagia dengan
berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi mengenai perkawinan juga terdapat didalam Pasal
1 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi
Hukum Islam yang mendefinisikan perkawinan didalam hukum
islam merupakan pernikahan yang memiliki arti suatu akad yang
sifatnya sangat kuat atau disebut dengan mitsagan ghalidzan guna
menaati perintah dari Allah dan menjalankannya adalah sebuah
wujud ibadah. Didalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat
tujuan dari perkawinan yang di sebutkan didalam ketentuan pasal
3 yaitu Perkawinan memuat tujuan membentuk suatu kehidupan

berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

G. Metode Penelitian
Metodologi Penelitian diartikan sebagai ilmu yang digunakan didalam
melakukan suatu penelitian ilmiah agar penelitian yang dilakukan sesuai
dengan prosedur yang telah diatur. Penelitian ilmiah merupakan suatu
kegiatan yang didalam menjalankannya harus mematuhi segala peraturan
dengan benar agar penelitian tersebut menghasilkan suatu ilmu
pengetahuan yang baru?>. Adapun metodologi penelitian yang di gunakan

dalam melakukan penelitian ini adalah :

25 Almasdi Syahza, Metodologi Penelitian, UR Press, Pekanbaru, 2021, hlm 33.
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1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
jenis penelitian dengan menggunakan hukum normatif atau yang
sering disebut sebagai hukum doktrinal. Penelitian jenis ini, sering kali

di katakan sebagai penelitian yang berpedoman kepada peraturan

perundang-undangan  dengan menggunakan data  sekunder?®.

Penelitian Normatif pada dasarnya memiliki beberapa jenis,

diantaranya adalah *':

a. Penelitian terhadap inventarisasi hukum positif yaitu penelitian
yang menentukan terlebih dahulu hukum positif apa yang akan
berlaku didalam penelitian tersebut.

b. Penelitian terhadap suatu asas hukum yaitu penelitian yang
menemukan asas hukum apa yang terkandung didalam suatu objek
yang diteliti.

c. Penelitian terhadap Hukum Klinis yaitu penelitian yang
menemukan hukum dari sesuatu yang diteliti.

d. Penelitian Hukum  yang mengkaji bagaiamana sistematika
Peraturan Perundang-Undangan yang ada didalam objek yang
diteliti.

e. Penelitian yang melihat bagaimana sinkronisasi antar Peraturan

Perundang-Undangan.

26 Amiruddin, dan Zainal Asikin, Op.cit., hlm 118.
271bid., hlm 120-131.
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f. Penelitian yang melakukan Perbandingan hukum yang berlaku
dikalangan masyarakat.

g. Penelitian Sejarah Hukum merupakan suatu penelitian yang
dilakukan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan dari suatu

bidang hukum yang akan diteliti.

2. Pendekatan Penelitian
Penelitan normatif memiliki beberapa jenis pendekatan yang dapat
digunakan yaitu pendekatan dengan Undang-undang atau disebut pula
dengan statute approach, pendekatan dengan kasus atau disebut pula
dengan case Approach, pendekatan secara historis atau disebut pula
dengan historical approach, pendekatan secara komparatif atau disebut
pula dengan comparative approach, pendekatan dengan konseptual
atau disebut pula dengan conceptual approach®.
Adapun didalam penulisan penelitian ini menggunakan beberapa
jenis pendekatan, diantaranya adalah® :
a. Pendekatan dengan Perundang-undangan (statute approach)
Pendekatan dengan menggunakan Perundang-undangan
diartikan sebagai pendekatan dengan menelaah peraturan
perundangan-undangan mana yang akan digunakan sebagai

landasan aturan hukum dalam menyelesaikan suatu isu hukum.

21bid., hlm 164.
2Ibid., hlm 164-167.
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b. Pendekatan dengan Konseptual (conceptual approach)

Penelitian yang menggunakan pendekatan konseptual
memiliki arti bahwasannya didalam melakukan penulisan
penelitian, penulis akan menggunakan pandangan dari para sarjana
atau dari doktrin yang berada didalam ruang lingkup ilmu tentang
hukum. Pendapat ahli ataupun berasal dari doktrin akan
menghasilkan suatu ide-ide yang berkaitan dengan pengertian,
konsep ataupun asas hukum yang dapat memecahkan isu hukum
yang akan diteliti.

c. Pendekatan dengan kasus (case Approach)
Pendekatan dengan menggunakan kasus merupakan suatu
pendekatan yang dilakukan penulis dengan menganalisis suatu isu
hukum yang telah memiliki putusan yang sifatnya inkrah atau

telah memiliki hukum kekuatan hukum yang tetap.

3. Sumber Bahan Hukum
Didalam menulis sebuah penelitian dengan menggunakan metode
penelitian normatif, maka sumber data yang digunakan adalah sumber
data sekunder, diantarnya adalah 3°:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

30 1 Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi
Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 180.
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2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut
(Burgelijk Wetboek),

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

4. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

5. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman;

6. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang
PelaksanaanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan;

7. Instruksssi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
HukumlIslam atau biasa di sebut KHI;

8. Pasal 26 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

9. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor
26/Pdt.G/2020/PN Mre;

10. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim  Nomor
11/Pdt.G/2022/PN Mre.

b. Bahan Hukum Sekunder
Penulisan penelitian yang menggunakan bahan hukum
sekunder diartikan sebagai penulisan penelitian dengan

memberikan suatu penjelasan terkait bahan hukum primer.
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Penjelasan ini dapat berupa pendapat para ahli, atau dari penelitian
sebelumnya?!.
¢. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yang digunakan untuk menjelaskan
bahan hukum yang primer maupun yang sekunder. Bahan hukum
tersier ini dapat berupa, kamus yang berkaitan dengan hukum
ataupun melalui media yang menyediakan informasi akurat

mengenai objek yang menjadi inti penelitian®?.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan primer maupun sekunder diperlukan sebuah
teknik pengumpulan, seperti teknik studi kepustakaan, studi dokumen
ataupun studi arsip>*. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang
digunakan penulis adalah studi pustakaan.

Studi kepustakaan atau dapat disebut bibliography study
merupakan suatu studi yang melakukan pengujian terhadap informasi
yang diperlukan didalam penelitian, informasi ini berbentuk tertulis

yang berkaitan dengan hukum yang didapatkan dari banyak sumber?*.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Apabila peneliti telah mendapatkan hasil dari penelitian yang

dilakukan, maka langkah selanjutnya peneliti akan melakukan analisis

3 Amiruddin, dan Zainal Asikin, Op.cit., hlm 119.

*Ibid.

33 Muhaimin, Metodologi Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020,
hlm 64-65.

34Ibid., hlm 65.
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yang dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis
bahan hukum secara deskriptif agar dapat memecahkan permasalahan

yang menjadi inti dari dilakukannya penelitian®.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Menarik suatu kesimpulan dapat menggunakan dua metode yang
yaitu metode induktif dan metode deduktif. Pada penelitian ini, peneliti
menggunakan metode penarikan kesimpulan secara induktif yang
memiliki arti bahwasannya kesimpulan yang akan didapat berasal dari
menganalisi data yang sifatnya umum lalu menarik kesimpulan

terhadap suatu permasalahan yang sifatnya konkret®°.

35 Diantha, I Made Pasek, Op.cit., him 152.
36 Muhaimin, Op.cit., hlm 71.
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